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ABSTRACT
This study aims to determine the suitability of the application of Value Added Tax (PPN) to PT. Galela Indotim Makassar with Law Number 42 of 2009 concerning Value Added Tax (VAT). Based on the results of research conducted shows that the application of Value Added Tax (VAT) at PT. Makassar Gelael Indotim has been compliant according to Law Number 42 of 2009.
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PENDAHULUAN
Latar Belakang
Salah satu pendapatan Negara adalah pajak. Menurut Undang-Undang Dasar 1945 pasal 23 ayat (2) disebutkan bahwa segala pajak adalah keperluan Negara. Undang–Undang pajak adalah Undang-Undang yang mengatur wajib pajak dan fiskus untuk melakukan kewajibannya. Sesuai dengan namanya Pajak Pertambahan Nilai (PPN) hanya dikenakan atas pertambahan nilai yang timbul pada setiap penyerahan barang atau jasa pada suatu mata rantai produksi.
Pajak merupakan alat bagi pemerintah didalam mencapai tujuan untuk mendapatkan penerimaan baik yang bersifat langsung maupun tidak langsung dari masyarakat guna membiayai pengeluaran rutin serta pembangunan social dan ekonomi masyarakat. Pajak secara bebas dapat dikatakan sebagai suatu kewajiban warga negara berupa pengabdian serta peran aktif warga negara berupa pembangunan nasional yang pelaksanaannya diatur dalam undang–undang dan peraturan – peraturan untuk tujuan kesejahteraan bangsa dan negara.
Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan pajak yang digunakan pada waktu perusahaan melakukan pembelian atas Barang Kena Pajak (BKP)/Jasa Kena Pajak (JKP). Yang dikenakan dari dasar pengenaan pajak (DPP). Setiap pembelian barang yang ada hubungannya secara langsung dengan barang yang dihasilkan / dijual, maka atas pajak yang dikenakan terhadap orang tersebut adalah Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang merupakan pajak masukan sebesar 10% dari harga barang yang dibeli. Sedangkan barang tersebut akan menambahkan 10% dari harga jual sebelum pajak sebagai PPN yang merupakan pajak keluaran untuk masa pajak yang bersangkutan.	Tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang berlaku atas penyerahan barang kena pajak maupun jasa kena pajak adalah tarif tunggal sehingga mudah dan pelaksanaannya tidak ada penggolongan dengan tarif yang berbeda.
[bookmark: _GoBack]Pembukuan yang benar dan lengkap merupakan syarat mutlak pelaksanaan sistem perpajakan di Indonesia yang berdasarkan “SelfAssesment” yakni pemerintah memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung sendiri besarnya Pajak Pertambahan Nilai terhutangnya, menyetorkannya ke bank persepsi dan kemudian melaporkan secara teratur ke Kantor Pelayanan Pajak dalam bentuk Surat Pemberitahuan (SPT). Dengan demikian penulis tertarik mengambil judul penelitian“Penerapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Pada PT. Gelael Indotim Makassar”.

Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian mengenai latar belakang, maka yang menjadi masalah pokok penelitian ini adalah “Penerapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada PT.Gelael Indotim Makassar sudah sesuai dengan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menurut UU Nomor 42 tahun 2009”

TINJAUAN PUSTAKA
Definisi Pajak Pertambahan Nilai
Menurut Penjelasan atas Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009: “Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak atas konsumsi barang dan jasa di daerah pabean yang dikenakan secara bertingkat disetiap jalur produksi dan distribusi”. 
Menurut Adriani yang dikutip dari buku perpajakan Indonesia karangan Waluyo (2011:2): “Pajak adalah iuran masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas Negara untuk menyelenggarakan pemerintahan”.
Definisi pajak menurut Resmi Siti (2008:4) dalam UU nomor 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakan ialah:“Pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakya yang bersifat dapat dipaksakan”.
Dari beberapa definisi pajak di atas, dapat disimpulkan ada lima unsur pokok dalam definisi pajak yaitu:
1. Iuran/ pungutan dari rakyat kepada negara
1. Pajak dipungut berdasarkan undang-undang
1. Pajak dapat dipaksakan
1. Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi
1. Digunakan untuk membiayai pengeluaran umum pemerintah.

Sistem Pemungutan Pajak
Dalam pemungutan pajak dikenal beberapa adanya sistem pemungutan yang digunakan menurut Mardiasmo (2011:7), yaitu sebagai berikut:
1. Official Assessment System
1. Sell Assessment System
1. With Holding System

Dasar Hukum Pajak Pertambahan Nilai
Dasar Hukum Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah Undang-Undang Nomor 8 tahun 1983 kemudian diubah menjadi UU Nomor 11 tahun 1994, dan yang diubah lagi dengan UU Nomor 18 Tahun 2000 tentang Pajak Pertambahan Nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah. Aturan pelaksanaan terakhir di atur pada UU Nomor 42 tahun 2009. (Mardiasmo, 2016:331).


Prosedur Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai
	Menurut Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai nomor 42 tahun 2009 Adapun beberapa mekanisme pemungut PPN, yaitu:
1. Saat terutang adalah saat pembayaran
1. Faktur  dan  SPP (Surat Persetujuan Pembayaran ) dibuat  pada  saat  Pengusaha Kena Pajak (PKP)  mengajukan  tagihan
1. Faktur  dan SSP  merupakan  bukti  pemungutan  dan  penyetoran
1. Pemungut  pajak  wajib  memungut  Pajak Pertambahan Nilai (PPN)  terutang  pada  saat  pembayaran  (bukan  pada  saat  penyerahan).
1. Bendahara  wajib  setor  paling  lambat  7 (tujuh)  hari  setelah  bulan  dilakukan  pembayaran  atas  tagihan
1. Pajak Pertambahan Nilai (PPN)  yang  telah  disetor  lalu dilaporkan  dalam  Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN)  bagi  pemungut Pajak Pertambahan Nilai(PPN)  20 (dua puluh)  hari  setelah  dilakukan  pembayaran  tagihan.

Faktur Pajak
Faktur pajak adalah bukti pungutan pajak yang dibuat oleh pengusaha kena pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak atau penyerahan Jasa Kena Pajak (Pasal 1 angka 23 undang-undang Pajak Pertambahan Nilai nomor 42 tahun 2009). Aturan mengenai faktur pajak ini sebelumnya telah diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 13/PJ/2010 namum telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku dengan berlakunya Per/24/PJ/2012 yang mengatur lebih lanjut tentang faktur pajak. Faktur pajak dalam undang-undang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Nomor 42 tahun 2009 telah diubah tepatnya pada Pasal 12 ayat 7 yang dimana faktur pajak sederhana telah dihapus. Sehingga dalam Pasal 13 ayat 1 undang-undang nomor 42 tahun 2009 dan Per-24/PJ/2012 hanya ada faktur pajak saja sebagai berikut:
1. Faktur Pajak
Faktur pajak dibuat sekurang-kurangnya rangkap 2 (dua), yaitu sebagai berikut:
1. Lembar ke-1: Untuk pembeli Barang Kena Pajak (BKP) atau yang menerima Jasa Kena Pajak (JKP) sebagai bukti pajak masukan.
1. Lembar ke-2: Untuk pengusaha kena pajak yang menerbitkan atau membuat faktur pajak sebagai bukti pajak keluaran.
Dalam pembuatan faktur penjualan yang memuat keterangan dan pengisiannya sesuai dengan ketentuan pajak yaitu pasal 13 ayat (4) dan (5) Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Dalam faktur pajak harus dicantumkan keterangan tentang penyerahan BKP atau JKP yang memuat:
1. Nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang menyerahkan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak.
1. Nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak.
1. Jenis barang atau jasa, jumlah Harga Jual atau Penggantian, dan potongan harga.
1. Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut.
1. Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang dipungut
1. Kode, nomor seri, dan tanggal pembuatan Faktur Pajak, dan
1. Nama dan tanda tangan yang  menandatangani Faktur Pajak.
1. Nomor Seri Faktur Pajak
1. Nomor seri faktur pajak adalah nomor seri yang diberikan oleh DJP kepada PKP dengan mekanisme tertentu untuk penomoran Faktur Pajak yang berupa kumpulan angka, huruf, atau kombinasi angka dan huruf yang ditentukan oleh DJP.
1. PKP harus membuat Faktur Pajak dengan menggunakan Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak sebagaimana ditetapkan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan Direktur Jenderal Pajak.

1. PKP mengajukan surat permohonan Kode Aktivasi dan Password ke Kantor Pelayanan Pajak tempat PKP dikukuhkan sesuai dengan formulir sebagaimana diatur yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Direktur Jenderal Pajak (DJP).
1. Kantor Pelayanan Pajak (KPP) menerbitkan Kode Aktivasi dan Password ke PKP dalam hal PKP memenuhi syarat, yaitu:
1. PKP telah dilakukan Registrasi Ulang Pengusaha Kena Pajak oleh Kantor Pelayanan Pajak tempat PKP terdaftar berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor  PER 05/PJ/2012 dan perubahannya dan laporan hasil registrasi ulang/verifikasi menyatakan PKP tetap dikukuhkan, atau
1. PKP telah dilakukan verifikasi berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 73/PMK.03/2012.
1. Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari 16 (enam belas) digit yaitu sebagai berikut: 
1. 2 (dua) digit Kode Transaksi
1. 1 (satu) digit Kode Status dan
1. 13 (tiga belas) digit Nomor Seri Faktur Pajak yang ditentukan oleh Direktorat Jenderal Pajak.
1. Terhitung mulai tanggal 1 April 2013 seluruh Pengusaha Kena Pajak wajib menggunakan Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak.

Pengkreditan Pajak Masukan
Pajak Masukan (PM) adalah Pajak Pertambahan Nilai yang seharusnya sudah dibayar oleh PKP karena perolehan BKP dan/atau penerimaan JKP dan atau pemanfaatan JKP dari luar daerah pabean dan atau impor BKP. Mekanisme pengkreditan PM menurut UU No. 42 Tahun 2009 yaitu:
1. Prinsip dasar Pengkreditan Pajak Masukan (PM)
a. Pajak Masukan (PM) dalam satu masa pajak dikreditkan dengan Pajak Keluaran (PK) untuk masa pajak yang sama. (Pasal 9 ayat 2).
b. Dalam hal belum ada Pajak Keluaran (PK) dalam suatu masa pajak, maka Pajak Masukan (PM) tetap dapat dikreditkan (Pasal 9 ayat 2a).
c. Apabila dalam suatu masa pajak, jumlah Pajak Keluaran (PK)  lebih besar daripada jumlah Pajak Masukan (PM), maka selisihnya merupakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang wajib dibayar oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP). (Pasal 9 ayat 3).
d. Apabila dalam suatu masa pajak, jumlah Pajak Masukan (PM)  lebih besar daripada jumlah Pajak Keluaran (PK), maka selisihnya merupakan kelebihan Pajak Masukan (PM) yang dapat diminta kembali atau dikompensasikan ke masa pajak berikutnya (Pasal 9 ayat 4).
e. Pajak Masukan (PM) yang dapat dikreditkan adalah pajak masukan untuk perolehan Barang Kena Pajak (BKP) dan atau Jasa Kena Pajak (JKP) yang berhubungan langsung dengan kegiatan usaha melakukan penyerahan kena pajak (Pasal 9 ayat 5,ayat 8 huruf b).
f. Meskipun berhubungan langsung dengan kegiatan usaha menghasilkan penyerahan kena pajak, dalam hal-hal tertentu kemungkinan Pajak Masukan tersebut tidak dapat dikreditkan (Pasal 9 ayat 8 dan Pasal 16 b ayat 3).
1. Pajak Masukan yang tidak dapat dikreditkan
1. Pajak Masukan bagi pengeluaran untuk perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak sebelum pengusaha dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak.
1. Pajak Masukan bagi pengeluaran untuk perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang tidak berhubungan langsung dengan kegiatan usaha.
1. Pajak Masukan bagi pengeluaran untuk pembelian atau pemeliharaan kendaraan bermotor berbentuk sedan, jeep, station wagon, van dan komni kecuali sebagai barang dagangan atau disewakan (Pasal 9 ayat 6 huruf c UU PPN).
1. Pajak Masukan atas pemanfaatan BKP tidak berwujud JKP dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean,sebelum pengusaha dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP).
1. Pajak Masukan yang tercantum dalam faktur pajak sederhana.
1. Pajak Masukan yang tercantum dalam faktur pajak standar yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat 15yang tercantum dalam faktur pajak sederhana yang dikukuhlan sebagai PKP.
1. Pajak Masukan yang pembayarannya ditagih menggunakan Surat Ketetapan Pajak (SKP).
1. Pajak Masukan yang tidak dapat dilaporkan dalam surat pemberitahuan masa Pajak Pertambahan Nilai, yang ditentukan dalam pemeriksaan.
1. Pajak Masukan atas perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang dugunakan untuk kegiatan usaha yang menghasilkan penyerahaan yang dibebaskan dari penggenaan pajak yang tidak dapat dilaporkan dalam surat pemberitahuan masa Pajak Pertambahan Nilai (Pasal 16 b ayat 3)”.

Tarif Pajak Pertambahan Nilai
Tarif PPN yang berlaku saat ini adalah 10% (sepuluh persen). Sedangkan tariff PPN sebesar 0% (nol persen) diterapkan atas:
1. Ekspor BKP Berwujud.
1. Ekspor BKP Tidak Berwujud, 
1. Ekspor JKP
Pengenaan tarif 0% (nol persen) tidak berarti pembebasan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai. Dengan demikian, pajak masukan yang telah dibayar untuk perolehan BKP/JKP yang berkaitan dengan kegiatan tersebut dapat dikreditkan.
Subjek dan Objek Pajak Pertambahan Nilai
Menurut Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai nomor 42 tahun 2009 Adapun beberapa subjek Pajak Pertambahan Nilai, yaitu sebagai berikut:
1. Pengusaha
1. Pengusaha Kena Pajak (PKP)
1. Pengusaha Kecil
Adapun objek-objek Pajak Pertambahan Nilai (PPN), yaitu sebagai berikut:
1. Pasal 4 
a. Ekspor BKP tidak berwujud BKP tidak berwujud
Barang Kena Pajak (BKP) dapat dimasukkan ke dalam dua kategori. Yang pertama adalah barang berwujud yang menurut sifat atau hukumnya dapat berupa barang bergerak yang dikenakan PPN atau barang tidak bergerak yang dikenakan PPN. Yang kedua adalah barang tidak berwujud yang dikenakan PPN. PPN dikenakan atas:
1. Penyerahan BKP di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha
1. Impor BKP
1. Penyerahan BKP tidak berwujud dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean
1. Pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean
1. Pemanfaatan JKP dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean
1. Ekspor BKP oleh PKP
1. Kegiatan membangun sendiri yang dilakukan tidak dalam kegiatan usaha/pekerjaan oleh orang pribadi / badan yang hasilnya digunakan sendiri atau digunakan pihak lain.
Penyerahan aktiva oleh PKP yang menurut tujuan semula aktiva tersebut tidak digunakan untuk diperjualbelikan sepanjang PPN yang dibayar pada saat perolehannya dapat dikreditkan.
b. Ekspor JKP. Jasa Kena Pajak (JKP) adalah setiap kegiatan pelayanan berdasarkan suatu perikatan atau perbuatan hukum yang menyebabkan suatu barang atau fasilitas atau kemudahan atau hak tersedia untuk dipakai, termasuk jasa yang dilakukan utuk melakukan barang karena pesanan atau permintaan dengan bahan dan atas petunjuk dari pemesan, yang dikenakan pajak berdasarkan undang-undang PPN dan PPnBM.
1. Pasal 16 C. Kegiatan membangun sendiri yang dilakukan tidak dalam kegiatan usaha atau pekerjaan oleh orang pribadi atau badan yang hasilnya digunakan sendiri atau digunakan pihak lain.
1. Pasal 16 D. Penyerahan aktiva yang tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan.

Pengkreditan Pajak Masukan.
Pajak Masukan (PM) adalah Pajak Pertambahan Nilai yang seharusnya sudah dibayar oleh PKP karena perolehan BKP dan/atau penerimaan JKP dan atau pemanfaatan JKP dari luar daerah pabean dan atau impor BKP. Mekanisme pengkreditan PM menurut UU No. 42 Tahun 2009 yaitu:
1. Prinsip dasar Pengkreditan Pajak Masukan (PM)
Pajak Masukan (PM) dalam satu masa pajak dikreditkan dengan Pajak Keluaran (PK) untuk masa pajak yang sama. (Pasal 9 ayat 2).
a. Dalam hal belum ada Pajak Keluaran (PK) dalam suatu masa pajak, maka Pajak Masukan (PM) tetap dapat dikreditkan (Pasal 9 ayat 2a).
b. Apabila dalam suatu masa pajak, jumlah Pajak Keluaran (PK)  lebih besar daripada jumlah Pajak Masukan (PM), maka selisihnya merupakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang wajib dibayar oleh pengusaha Kena Pajak (PKP). (Pasal 9 ayat 3).
c. Apabila dalam suatu masa pajak, jumlah Pajak Masukan (PM)  lebih besar daripada jumlah Pajak Keluaran (PK), maka selisihnya merupakan kelebihan Pajak Masukan (PM) yang dapat diminta kembali atau dikompensasikan ke masa pajak berikutnya (Pasal 9 ayat 4).
d. Pajak Masukan (PM) yang dapat dikreditkan adalah pajak masukan untuk perolehan Barang Kena Pajak (BKP) dan atau Jasa Kena Pajak (JKP) yang berhubungan langsung dengan kegiatan usaha melakukan penyerahan kena pajak (Pasal 9 ayat 5,ayat 8 huruf b).
e. Meskipun berhubungan langsung dengan kegiatan usaha menghasilkan penyerahan kena pajak, dalam hal-hal tertentu kemungkinan Pajak Masukan tersebut tidak dapat dikreditkan (Pasal 9 ayat 8 dan Pasal 16 b ayat 3).
2. Pajak Masukan yang tidak dapat dikreditkan
8. Pajak Masukan bagi pengeluaran untuk perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak sebelum pengusaha dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak.
8. Pajak Masukan bagi pengeluaran untuk perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang tidak berhubungan langsung dengan kegiatan usaha.
8. Pajak Masukan bagi pengeluaran untuk pembelian atau pemeliharaan kendaraan bermotor berbentuk sedan, jeep, station wagon, van dan komni kecuali sebagai barang dagangan atau disewakan (Pasal 9 ayat 6 huruf c UU PPN).
8. Pajak Masukan atas pemanfaatan BKP tidak berwujud JKP dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean,sebelum pengusaha dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP).
8. Pajak Masukan yang tercantum dalam faktur pajak sederhana.
8. Pajak Masukan yang tercantum dalam faktur pajak standar yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat 15 yang tercantum dalam faktur pajak sederhana yang dikukuhlan sebagai PKP.
8. Pajak Masukan yang pembayarannya ditagih menggunakan Surat Ketetapan Pajak (SKP).
8. Pajak Masukan yang tidak dapat dilaporkan dalam surat pemberitahuan masa Pajak Pertambahan Nilai, yang ditentukan dalam pemeriksaan.
8. Pajak Masukan atas perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang dugunakan untuk kegiatan usaha yang menghasilkan penyerahaan yang dibebaskan dari penggenaan pajak yang tidak dapat dilaporkan dalam surat pemberitahuan masa Pajak Pertambahan Nilai (Pasal 16 b ayat 3)”.

Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai
Dalam UU No. 42 tahun 2009, tanggal pelaporan SPT masa PPN, yaitu pada akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya masa pajak yang mulai diberlakukan pada tanggal 10 April 2010. Dalam pasal 7 ayat 1 Undang-undang No. 28 tahun 2007, “Apabila SPT tidak disampaikan dalam jangka waktu yang ditetapkan undang-undang, dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar  Rp 500.000,-.”

Penyetoran Pajak Pertambahan Nilai
Berdasarkan Undang-Undang PPN Nomor 42 tahun 2009, “Penyetoran PPN dilakukan selambat-lambatnya akhir bulan berikutnya. Surat Setoran Pajak adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke kas Negara melalui Kantor Pos dan atau bank badan usaha milik Negara atau bank badan usaha milik Daerah atau tempat pembayaran lain yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan”.
Apabila penyetoran PPN tidak disampaikan dalam jangka waktu yang ditetapkan undang-undang maka akan dikenakan sanksi berupa bunga 2% per bulan.

METODE PENELITIAN
Jenis dan Sumber Data
Jenis data dan analisis dalam penelitian dapat dikelompokkan menjadidua hal utama, yaitu: Data kualitatifdan Data kuantitatif.
Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer merupakan data lapangan yang diperoleh langsung dari orang-orang atau pelaku yang menjadi subjek dalam penelitian ini seperti melalui hasil wawancara mengenai prosedur penerapan pajak pertambahan nilai pada PT. Gelael Indotim.
Data Sekunder berfungsi sebagai pelengkap atau pendukung data primer yang berupa formulir, bukti, catatan, faktur pajak, maupundokumen-dokumen perusahaan lainnya. Data sekunder menangani pajak perusahaan dan laporan keuangan perusahaan.

Metode Analisis
Dalam penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif komparatif yang digunakan untuk mengetahui prosedur penerapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) membandingkan penerapan akuntansi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sesuai dengan UU No. 42 Tahun 2009 pada PT. Gelael Indotim Makassar.Adapun Tahapan-tahapan analisis data yaitu Menerbitkan Faktur Pajak, Memungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 10 %, Menyetorkan Pajak Kurang Bayar (PKB) ke kas Negara, Menyampaikan pelaporan perhitungan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Membuat pembukuan faktur pajak (BKP).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Sejarah Singkat Perusahaan
PT. Gelael Indotim merupakan sebuah perusahaan yang bergerak dibidang penjualan barang-barang kebutuhan sehari-hari, barang kebutuhan lainnya dan restoran yang terdiri dari KFC dan KMB. Pada awal berdirinya, hanya sebuah toko kelontong tetapi berkembang terus menjadi supermarket yang dipelopori oleh bapak Dick Gelael dan Ibu Elizabeth Gelael. Perusahaan ini pertama kali dibangun pada tahun 1969 tepatnya di jalan Falatehan I No. 35 Keb. Baru Blok M Jakarta Selatan. Seiring dengan perkembangannya, pada tanggal 28 Februari 1985 secara resmi dibukalah cabang selain di Jakarta, tepatnya di Jalan Sultan Hasanuddin No. 16 Makassar, kemudian berkembang ke Manado pada tahun 1990 dan pada tahun 1995 kembali berhasil membuka cabang di Kota Ambon. 
Perusahaan ini melayani masyarakat dengan slogan yang diusung yaitu everyday is fresh membuat swalayan ini selalu menyediakan barang-barang kebutuhan yang terjamin kesegarannya dan barang-barang yang berkualitas tinggi seperti sayuran, daging, keju, snack, roti , kue tart dan lain-lain Perusahaan ini mendapat respon yang tinggi dari masyarakat kalangan atas, maupun kalangn menengah.

PEMBAHASAN
Penerapan Pajak Pertambahan Nilai PT. Gelael Indotim Makassar 

Berdasarkan kegiatan yang dilakukan oleh PT. Gelael Indotim Makassar yang bergerak dibidang perdagangan umum dan restoran segala transaksi penyerahan barang maupun jasa yang dilakukan oleh perusahaan dikenakan perlakuan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. PT. Gelael Indotim Makassar dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak (PKP) dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 01.411.537.2-812.000. PT. Gelael Indotim Makassar merupakan subjek pajak karena melakukan penyerahan barang kena pajak dan/atau jasa kena pajak yang dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan memiliki kewajiban untuk melakukan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada saat melakukan transaksi penyerahan barang kena pajak dan/atau jasa kena pajak, dan juga mengkompensasikan Pajak Pertambahan Nilai dalam hal Pajak Keluaran (PK) dan Pajak Masukan (PM) yang dapat dikreditkan, serta melaporkan perhitungan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan menyampaikan SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
PT. Gelael Indotim Makassar menganalisis perhitungan pajak terutang dimulai pada saat penyerahan barang kena pajak di dalam  daerah pabean dan disesuaikan pada lokasi pelaporan dan penyetoran pajak terutang sesuai dengan dimana perusahaan tersebut dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak  yaitu di Kantor Pelayanan Pajak Madya Makassar (KPP Madya). Adapun tahapan-tahapan analisis data yaitu:
1. Menerbitkan Faktur Pajak
Pajak Keluaran yang dipungut oleh perusahaan dalam hal ini PT Gelael Indotim merupakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang dikenakan atas penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan/atau Jasa Kena Pajak (JKP) yang terkait dengan kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan yang akan disetor ke kas negara setiap bulan berikut dari masa pajak. PT. Gelael Indotim Makassar membuat faktur pajak atas transaksi penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) yang meliputi seluruh penyerahan dilakukan kepada pembeli, dimana penyerahan barang kena pajak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 10% (sepuluh persen) dari Dasar Pengenaan Pajak (DPP) dan dalam Faktur Pajak harus dicantumkan keterangan tentang penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan/atau Jasa Kena Pajak (JKP) yang paling sedikit memuat:
1. Nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang menyerahkan Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak.
1. Nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang pembeli Barang Kena Pajak atau Penerima Jasa Kena Pajak.
1. Jenis barang atau jasa, jumlah Harga Jual atau Penggantian, dan potongan harga.
1. Harga jual dan Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut.
1. Kode, nomor seri, dan tanggal pembuatan faktur pajak.
1. Nama dan tanda tangan yang berhak menandatangi Faktur Pajak.
Hal ini sesuai dengan undang-undang nomor 42 tahun 2009 Pasal 13 ayat (1)
1. Memungut Pajak Pertambahan Nilai sebesar Tarif Pajak 10% 

PT. Gelael Indotim Makassar setelah melakukan perhitungan dan pencatatan, maka setelah itu diterbitkanlah faktur penjualan dan Faktur Pajak (FP) yang akan digunakan sebagai alat untuk penagihan atas transaksi penyerahan Barang kena Pajak (BKP) dan/atau Jasa Kena Pajak (JKP) yang akan serahkan kepada pihak konsumen saat penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan/atau Jasa Kena Pajak (JKP) dan saat penerimaan pembayaran yang terjadi sebelum penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan/atau Jasa Kena Pajak (JKP). Berikut lampiran kertas kerja analisis penyerahan barang kena pajak berdasarkan SPT masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
Pajak Keluaran (PK) yang diperoleh PT. Gelael Indotim Makassar yang diperoleh dari hasil penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan/atau Jasa Kena Pajak (JKP) kepada konsumen yang melakukan transaksi dikenakan dari Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 10 % (sepuluh persen) dari Dasar Pengenaan Pajaknya (DPP). Sesuai dengan pasal 7 (Pajak Pertambahan Nilai) ayat (1)n. Berikut perhitungannya: 
Pajak Keluaran (PK) yang diperoleh PT. Gelael Indotim Makassar yang diperoleh dari hasil penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan/atau Jasa Kena Pajak (JKP) kepada konsumen yang melakukan transaksi dikenakan dari Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 10 % (sepuluh persen) dari Dasar Pengenaan Pajaknya (DPP). Berikut perhitungannya: 
1. Perhitungan Pajak Keluaran dan Penjualan
 Berikut penulis jabarkan rekapan pajak keluaran PT. Gelael Indotim Makassar pada tahun 2016

Tabel 1 .
Rekap Pajak Keluaran PT. Gelael Indotim Makassar 
Periode Januari s/d Desember 2016

 
       Sumber: Data diolah, 2018.


Dari tabel pajak keluaran di atas, dapat dilihat bahwa besarnya pajak keluaran yang diperoleh oleh perusahaan dari transaksi penjualan  kepada  konsumen yang menjadi  Dasar  Pengenaan  Pajak adalah sebesar Rp.46.747.036.237,- x 10% menghasilkan pajak keluaran sebesar Rp. 4.674.703.625,- dan penjualan di bulan Juli, Juni dan Desember mengalami peningkatan dan menyebabkan Pajak Keluaran lebih besar.
1. Perhitungan Pajak Masukan Dan Pembelian
Analisis perolehan barang kena pajak (Pajak Masukan) yang harus dibayarkan oleh perusahaan atau pengusaha kena pajak apabila perusahaan melakukan transaksi pembelian barang kena pajak yang terutang Pajak Pertambahan Nilai (PPN), pajak masukan dapat dibedakan menjadi dua bagian yaitu pajak masukan yang dapat dikreditkan dan pajak masukan yang tidak dapat dikreditkan, pajak masukan mulai diakui dan dihitung pada saat faktur pembelian yang diterima oleh bagian keuangan dari supplier yang data tersebut dicocokkan dan dilakukan pengecekan apakah sudah sesuai dengan PP (Permintaan Pembelian) yang diajukan oleh Purchasing pada saat melakukan pembelian. Faktur Pajak tersebut dilampirkan nomor PO (Purchase Order) dan BTB (Bukti Terima Barang) setelah pengecakan dan pencocokan dokumen-dokumen maka dilakukan pencatatan pada system akuntansi yang digunakan perusahaan untuk penyimpanan berkas dan tanda terima. Setelah proses tersebut selesei maka selanjutnya dilakukan proses pembayaran sesuai dengan jatuh temponya. Pajak Masukan sama dengan utang pajak, Pajak Masukan ini mengartikan penerimaan pajak dari orang/badan yang membayar pajak akibat dari pembelian Barang kena Pajak dari Pengusaha Kena Pajak yang dapat menerbitkan faktur pajak utnuk dijadikan sebagai pengurang PPN. Berikut penulis jabarkan rekapan Pajak Masukan (PM) PT. Gelael Indotim Makassar tahun 2016 .
Tabel 2.
Rekap Pajak Masukan PT. Gelael Indotim Makassar Periode Januari s/d Desember 2016
[image: ]
Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa Pajak Masukan (PM)  yang dibayarkan oleh perusahaan dari transaksi pembelian Barang Kena Pajak (BKP) dan/atau Jasa Kena Pajak (JKP) ke supplier atau lawan transaksi pada tahun 2016 yang menjadi Dasar Pengenaan Pajak (DPP) adalah sebesar Rp. 30.518.694.870,- x 10%  menghasilkan pajak sebesar Rp. 3.051.869.487,-dengan jumlah pembelian Barang Kena Pajak (BKP) sebesar Rp. 33.570.564.357,- termasuk Pajak Pertanbahan Nilai (PPN) yang dapat dijadikan sebagai pengurang utang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang akan disetorkan ke Kas Negara pada saat akhir masa pajak bulan berikut di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Makassar. Berdasarkan ketentuan UU No. 42 Tahun 2009 yaitu Perhitungan PPN Kurang/Lebih Bayar dapat dilihat bahwa besarnya pajak keluaran PT. Gelael Indotim Makassar Makassar pada tahun 2016 sebesar Rp. 4.674.703.625,- dan pajak masukan pada tahun 2016 sebesar Rp. 3.051.869.487,- dimana dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2016 PT. Gelael Indotim Makassar Makassar dalam perhitungan pajak pertambahan nilai dari bulan januari sampai bulan desember 2016 terdapat kurang bayar sebesar Rp. 1.622.834.138,-.
Dari analisa data pajak keluaran dan pajak masukan diatas apabila perolehan pajak keluaran lebih besar dari pajak masukan maka pengusaha kena pajak mengurangkan atau mengkreditkan pajak masukan dalam suatu masa dengan pajak keluaran dalam masa pajak yang sama, pajak pertambahan nilai yang diperoleh kurang bayar yang artinya perusahaan mempunyai kewajiban untuk membayarkan kekurangan nilai pajak tersebut ke kas Negara paling lambat akhir bulan masa pajak berikutnya. Sedangkan apabila pajak masukan lebih besar dari pada pajak keluaran maka perusahaan berkewajiban untuk menentukan besaran pajak tersebut dikompensasikan atau direstitusikan ke masa pajak bulan berikutnya.
Hal ini sesuai dengan UU No 42 Tahun 2016 Pasal 9.

1. Menyetoran Pajak Pertambahan Nilai Ke Kas Negara

Dalam setiap Masa Pajak Pertambahan Nilai, wajib pajak atau perusahaan mempunyai kewajiban dalam hal melakukan penyetoran besarnya Pajak Pertambahan Nilai yang terutang kurang bayar dan/atau lebih bayar yang disetorkan ke kas Negara, atau lebih bayar bisa dikompensasikan atau restitusi ke masa pajak berikutnya. 
PT. Gelael Indotim Makassar sebagai PKP wajib melakukan penyetoran Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang kurang bayar dengan menggunakan Giro dan Surat Setoran Pajak (SSP) yang berbetuk elektornik (E-billing) yang disetorkan ke Kas Negara melalui bank ataupun kantor pos, setelah menyetor wajib pajak akan di berikan bukti pembayaran dari pihak bank maupun kantor pos. Surat Setoran Pajak (SSP) / e-billing ini di buat dalam dua rangkap yang terdiri dari: 
a. Lembar ke-1	: Untuk arsip PT. Gelael Indotim Makassar Makassar yang akan dilampirkan pada surat pemberitahuan masa pajak pertambahan nilai
b. Lembar ke-2 : Untuk Arsip Kantor Penerima pembayaran
Berikut ini penulis jabarkan mengenai penyetoran Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang dilakukan oleh perusahaan PT. Gelael Indotim Makassar untuk masa pajak tahun 2016 apakah telah sesuai dengan Undang-Undang PPN Nomor  42 Tahun 2009 yang berlaku.
Tabel 3.
Penyetoran Pajak Pertambahan Nilai PT. Gelael Indotim Makassar Makassar Periode Januari s/d Desember 2016
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 Sumber: Data diolah, 2018
Berdasarkan data pada tabel diatas, dapat dilihat bahwa pada bulan januari sampai dengan bulan desember 2016 perusahaan dalam melakukan pembayaran pajak secara tepat waktu yaitu sebelum berakhirnya masa pajak bulan berikut.

1. Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
Dalam hal melakukan pelaporan atas seluruh kegiatan usaha yang dilakukan oleh PKP dalam hal ini PT. Gelael Indotim Makassar  melakukan pelaporan SPT masa pajak pertambahan nilai yang sesuai dengan sistem perpajakan dindonesia yaitu Self Assesment System dimana perhitungan, penyetoran, pelaporan dan serta tanggung jawab dilakukan sendiri oleh wajib pajak. PT. Gelael Indotim Makassar melakukan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai dengan menggunakan Surat Pemberitahun Masa lengkap dengan lampirannya sebagai pertanggung jawaban atas Pengkreditan Pajak Masukan atas Pajak Keluaran perusahaan dan lebih atau kurang bayar.
PT. Gelael Indotim Makassar dalam melaporkan setiap kegiatan penyerahan dan perolehan Barang Kena Pajak (BKP), sebelum akhir bulan berikutnya setelah masa pajak dan melampirkan bukti pembayaran yang telah di copy sebanyak 2 rangkap, yaitu sebagai berikut:
a. Lembar ke-1 : Untuk arsip PT. Gelael Indotim Makassar 
b. Lembar ke-2 : Untuk dilaporkan oleh Wajib Pajak ke KPP
Dibawah ini berikut penulis jabarkan tanggal Pelaporan SPT masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) PT. Gelael Indotim Makassar pada tahun 2016.
Tabel 4.
Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai PT. Gelael Indotim Makassar Periode Januari s/d Desember 2016
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  Sumber: Data diolah, 2018.	
Berdasarkan data pada tabel diatas, dapat dilihat bahwa pada bulan januari sampai dengan bulan desember 2016 perusahaan dalam melakukan pelaporan pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Makassar tepat waktu yaitu sebelum berakhirnya masa pajak bulan berikut dan tidak terdapat keterlambatan.

1. Pembukuan Faktur Pajak dan Pencatan Barang Kena Pajak

1. Pencatatan Pajak Keluaran
PT. Gelael Indotim Makassar dalam melakukan transaksi penjualan barang kena pajak dan/atau jasa kena pajak kepada konsumen melakukan sistem atau menerapkan sistem pembayaran cash, giro dan transfer. Pada saat PT. Gelael Indotim Makassar Makassar dalam melakukan penjualan akan mengeluarkan atau membuat invoice  atas transaksi penjualan BKP atau JKP yang dilakukan setiap harinya. Invoice tersebut yang nantinya akan digunakan sebagai dasar penagihan perusahaan atas konsumen yang digunakan sebagai dasar penagihan perusahaan atas konsumen yang kenakan PPN atau Non PPN. Dalam setiap transaksi yang dilakukan oleh perusahaan terutama dalam transaksi pajak keluaran PT. Gelael Indotim Makassar membuat beberapa jurnal atas pajak keluaran yang dipungut oleh perusahaan. Berikut dijabarkan jurnal pajak keluaran tahun 2015, 2016, dan 2017 pada PT. Gelael Indotim Makassar, yaitu;  Tahun 2016
                        Debit             Kredit		Kredit
Kas/Piutang	51.421.739.862
Penjualan	46.747.036.237
PPN Keluaran	     4.674.703.625

1. Pencatatan Perolehan atas Barang Kena Pajak
Dalam transaksi perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak (JKP) kepada Supplier, perusahaan PT. Gelael Indotim Makassar yang melakukan transaksi tersebut menerima sebuah Invoice beserta Faktur Pajak (FP) yang akan dijadikan pihak Supplier sebagai tanda terima bahwa Barang Kena Pajak tersebut (BKP) tersebut telah berlangsung dan dijadikan Dasar Penagihan pihak supplier kepada perusahaan atas pajak masukan yang terutang. Setiap transaksi dilakukan oleh PT. Gelael Indotim Makassar membuat jurnal atas transaksi-transaksi tersebut, berikut jurnal pajak masukan pada tahun 2016.
                        Tahun 2016	    
          Debit	       Kredit
Pembelian          30.518.694.870
PPN Masukan     3.051.869.487
      Kas/Utang	                  33.570.564.357


1. Pencatatan Saat Pembayaran/ Penyetoran PPN Kurang Bayar
Jurnal pada saat pembayaran/penyetoran PPN kurang Bayar yaitu:
   Tahun 2016	      
                           Debit	        Kredit
   PPN kurang bayar  1.622.834.138
           Kas/Bank	                  1.622.834.138

Berdasarkan ketentuan UU No. 42 Tahun 2009 yaitu sebagai berikut:
Pasal 7 (Tarif Pajak Pertambahan Nilai)
Ayat (1) 	Tarif Pajak Pertambahan Nilai adalah 10% (sepuluh persen).
Ayat (3)	Tarif Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diubah menjadi paling rendah 5% (lima persen) yang perubahan tarifnya diatur dengan Peraturan Pemerintah.
Pasal 9 (Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai)
Ayat (2)	Pajak Masukan dalam suatu Masa Pajak dikreditkan dengan Pajak Keluaran dalam Masa Pajak yang sama.
Ayat (2b)	Pajak Masukan yang dikreditkan harus menggunakan Faktur Pajak yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) dan ayat (9). 
Ayat (3)	Apabila dalam suatu Masa Pajak, Pajak keluaran lebih besar daripada Pajak Masukan, selisihnya merupakan Pajak Pertambahan Nilai yang harus disetor oleh Pengusaha Kena Pajak.
Ayat (4)	Apabila dalam suatu Masa Pajak, Pajak Masukan yang dapat dikreditkan lebih besar daripada Pajak Keluaran, selisihnya merupakan kelebihan pajak yang dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya.
Menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009, penyetoran Pajak Pertambahan Nilai (PPN) paling lambat penyetoran dilakukan akhir bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir dan sebelum surat pemberitahuan masa disampaikan. Namun apabila perusahaan tidak melakukan pembayaran ataupun penyetoran Pajak Pertamabahan Nilai (PPN) sesuai dengan perturan yang berlaku, maka sesuai dengan per Undang-Undangan No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum Perpajakan dan Tata Cara Perpajakan Pasal 9 ayat  2a, Pengusaha Kena Pajak akan dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2% (dua persen) per-bulan dari jumlah pajak yang terutang dihitung sejak tanggal jatuh tempo pembayaran sampai  tanggal pembayaran, apabila perusahaan telah dikirimkan Surat Tagihan Pajak (STP) dan belum juga membayar denda maka DJP akan mengeluarkan Surat Teguran yang aan diberi waktu selama 14 hari setelah surat tersebut dikeluarkan maka Wajib Pajak akan diberikan Surat Paksa.
Menurut Undang-Undang No. 42 Tahun 2009, pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) paling lambat akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya masa pajak yang mulai direalisasikan pada bulan april tahun 2010. 
Dalam Pelaksanaan Pelaporan  Surat Pemberitahun Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) perusahaan terlambat untuk melaporkan maka akan dikenakan sanksi denda administrasi sebesar Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah), apabila Pengusaha Kena Pajak (PKP) telah mendapatkan Surat Tagihan Pajak (STP) dan tidak membayar setelah tanggal jatuh tempo berakhir maka Pengusaha Kena Pajak (PKP) tersebut akan diberikan Surat Teguran 1, Surat Teguran 2, dan Surat Teguran 3 maka Pengusaha Kena Pajak (PKP) akan diperiksa.

Perbandingan Penerapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Menurut PT. Gelael Indotim Makassar dan UU No. 42 Tahun 2009
Hasil analisis dari penerapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang dilakukan oleh PT. Gelael Indotim Makassar dan UU No. 42 Tahun 2009 dapat dilihat pada tabel berikut. 


Tabel 5.  
Perbandingan PPN PT. Gelael Indotim Makassar dan UU No. 42 Tahun  2009
	
No
	Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
	
Perusahaan
	
UU No. 42 Tahun 2009
	
Ket.

	1.
	Menerbitkan Faktur Pajak
	Perusahaan dalam membuat faktur pajak harus mencantumkan nama, NPWP, alamat, jenis barang harga (DPP) dan PPN  10%
	Dalam membuat faktur pajak pengusaha kena pajak wajib mencantumkan NPWP lawan transaksi, NPWP pengusaha kena pajak, barang kena pajak, potongan dan harga (DPP), dan PPN 10%.
	Sesuai

	2.
	Memungut PPN
	Dasar pengenaan pajak x 10%
	Tarif pajak pertambahan nilai 10%
	Sesuai

	3.
	Penyetoran PPN
	Akhir masa pajak bulan berikutnya
	Paling lambat penyetoran dilakukan diakhir masa pajak bulan berikutnya
	Sesuai

	4
	Pelaporan PPN
	Akhir masa pajak bulan berikutnya
	Paling lambatpelaporan dilakukan diakhir masa pajak bulan berikutnya
	Sesuai


       Sumber: Data diolah, 2018

Berdasarkan hasil analisis perbandingan penerapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada  PT. Gelael Indotim Makassar dengan UU No 42 Tahun 2009, yang berdasarkan hasil penelitian PT. Gelael Indotim Makassar  yaitu dalam menerbitkan faktur pajak, memungut pajak pertambahan nilai sebesar 10%, menyetorkan dan melakukan pelaporan sebelum akhir masa pajak dan tidak terdapat keterlambatan.Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai disampaikan oleh PT. Gelael Indotim Makassar Makassar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat dimana perusahaan dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak yaitu di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Makassar.Sehingga dalam penerapannya pajak perambahan nilai (PPN) telah sesuai dengan UU No 42 Tahun 2009.
KESIMPULAN 
Dari Hasil penelitian yang dilakukan penulis mengenai penerapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada  PT. Gelael Indotim Makassar dengan UU No 42 Tahun 2009, maka kesimpulan dari hasil penelitian bahwa PT. Gelael Indotim Makassar  yaitu dalam menerbitkan faktur pajak, memungut pajak pertambahan nilai sebesar 10%, menyetorkan dan melakukan pelaporan sebelum akhir masa pajak dan tidak terdapat keterlambatan.Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai disampaikan oleh PT. Gelael Indotim Makassar Makassar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat dimana perusahaan dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak yaitu di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Makassar.Dan PT. Gelael Indotim Makassar  melakukan pelaporan SPT masa pajak pertambahan nilai yang sesuai dengan sistem perpajakan dindonesia yaitu Self Assesment System dimana perhitungan, penyetoran, pelaporan dan serta tanggung jawab dilakukan sendiri oleh wajib pajak. (PT Galael Indotim, sehingga dalam penerapannya pajak pertambahan nilai (PPN) telah sesuai dengan UU No 42 Tahun 2009.
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DPP (Rp) PPN (Rp)

Januari 3,883,921,660                              3,883,921,660                388,392,166                

Februari 3,717,144,965                              3,717,144,965                371,714,497                

Maret 3,831,933,018                              3,831,933,018                383,193,302                

April 3,734,603,337                              3,734,603,337                373,460,334                

Mei 3,818,039,415                              3,818,039,415                381,803,942                

Juni 4,519,221,199                              4,519,221,199                451,922,120                

Juli 4,404,515,349                              4,404,515,349                440,451,535                

Agustus 3,824,756,258                              3,824,756,258                382,475,626                

September 3,773,710,715                              3,773,710,715                377,371,071                

Oktober 3,429,181,462                              3,429,181,462                342,918,146                

November 3,615,954,926                              3,615,954,926                361,595,493                

Desember 4,194,053,933                              4,194,053,933                419,405,393                

Total

46,747,036,237                            46,747,036,237              4,674,703,625             

Masa Pajak 2016

Penjualan (SPT)

Omzet Penjualan (Rp)


Microsoft_Office_Excel_Worksheet1.xlsx
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		Masa Pajak 2016		Omzet Penjualan (Rp)		Penjualan (SPT)

						DPP (Rp)		PPN (Rp)

		Januari		3,883,921,660		3,883,921,660		388,392,166

		Februari		3,717,144,965		3,717,144,965		371,714,497

		Maret		3,831,933,018		3,831,933,018		383,193,302

		April		3,734,603,337		3,734,603,337		373,460,334

		Mei		3,818,039,415		3,818,039,415		381,803,942

		Juni		4,519,221,199		4,519,221,199		451,922,120

		Juli		4,404,515,349		4,404,515,349		440,451,535

		Agustus		3,824,756,258		3,824,756,258		382,475,626

		September		3,773,710,715		3,773,710,715		377,371,071

		Oktober		3,429,181,462		3,429,181,462		342,918,146

		November		3,615,954,926		3,615,954,926		361,595,493

		Desember		4,194,053,933		4,194,053,933		419,405,393

		Total		46,747,036,237		46,747,036,237		4,674,703,625
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{Tabel 2 - Rekap Pajak Masukan PT. Gelael Indotim Makassar Periode Januari s/
Desember 2016
Pembelian (SPT)
Masa Pajak 2016
DPP (Rp) PPN (Rp)
Januari 1.912.407 590 191240759
Febuar 1.817.932 870 181793 287
Maret 2042218220 204221822
Apri 2305129180 230512918
Mei 221320259 221320259
i 2.957.340.400 295734040
Jui 2716613800 271661380
Agustus 2443144520 244314452
‘September 2349569 580 234,956 958
Oktober 3,008 461610 300846161
Nowrmber 3502572640 350.257.264
Desember 3250101870 225010187
Totd 30.518.694.870|  3051.869.487

of21

Sumber: Data diolah, (2018).
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proses pembayaran sesuai dengan
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Gelael Indotim Makassar
Periode Januari s/d
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Words: 68

Masa Pajak

Kurang/Lebih

Sol6 Baew o) Tanggal Setor
Tauari 197.151.407 29 Februari 2016
Februari 189.921.210 30 Maret 2016
Maret 178.971.480 29 April 2016
April 142.947416 31 May 2016
Mei 160.483.683 30 Tuni 2016
Tuni 156.188.080 29 Tuli 2016
Tuli 168.790.155 30 Agustus 2016
Agustus 138.161.174__| 30 September 2016
September 142414113 31 October 2016
Oktober 42071985 | 30 November 2016
November 11338229 29 Desember 2016
Desember 94395206 27 Tanuari 2017
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